PEMERINTAH KOTAMNADRYN DAERAH TINGKNAT 11
MOJOKERT® O

HEARNTURNN DOERNAH KOTAMADYA DAERAH TINGKNAT 11 MOJOKERID
NOMOR 3 TAHUN 1994

TENTANG

IZ7EN USAHA BAGI PERUSAHNAN ANGKUTNAM
DENGAN YMENDNARAAN BESMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHNA ESAH
WAL IKOTAMADYA KEPALS DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

Menimbang : bahwa kotonbuon keleniuan yang mengatur tentang izin
usaha  bagr  porusabhaan angkutan  dengan kendaraan
bermotor  uwmum  cebagaimana diatur dalam  Peraturan
Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Mojokerto Maomor B
tehun 1969 tanggal 5 Nopember 1962 yang telah  diubah
atau ditambah cmpat kali terakhir dengan Peoraturan
Dacrab Kotamadya Daerah Tingkat I1 Mojokerto Momar 2
tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988, ternyata  wudab
trdak cesual lagi dengan perkembangan kocadaan  dewasa
ini, maka dipandang periu untuk diadakan prriuthahan
coiara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Dacrah
trduk baru.

Mongingat 1 1. Undang-undang MNomor 3 tahun 1974 tentang  Pakok—
pokok Peomerintathan di Dacrah g

7. Undang--undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pemben-
tukan  Daerabh-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

PFropinoi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Baral H

J. Undang-undang Namor 172 Drt tabun 1957 tentang Per—
aturan Umum Rebtraibusi Dasrah.

t. Undang-undang Momer 13 tabun 1980 tentang Jalan

2. Undang-—umdang FMomor L4 tahun 1992 tentang  Lalu
Lintas dan Orgkutan Jaxlan H

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang
Perubahan  Hatas Wilayah Kotamadya Daerah  Tingkat
11 Mojokorto.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1983 tentang
Jalan H

8. Peoraturan Pemerisntah Nomor 41 tahun 1791 tentang
Songkutan Jalan H

?. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 15987

tentang Bentuk Peraturan Dacrah

10, Koeputusan Meonterd Dalam Negeri Nomor 03 bohun 1984
tentang Ketentuan Umum Mengenal  Penyidik  Pegawal
Heger: Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah



Dengan

11. Keputusan Menterli Perbubungan Nomoar KM 69
1993 tentang Penyclenggaraan NAngkulan  Baran
Jalan H

12. Peraturan Daecrah Kolamadya Daerah Tingkabt Ti

tahun
g dij

Majo-

kLerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penvidik FPogawad
Mogeri  Sipil di Lingkungan Pomerintab  Kotamadya

Daerah Tingkat Il Mojokerto.

Tingkat II Mojokerto,

Menetapkan

. MEMUTUS KAN

: PERATURAN DAERMAH KOTAMADYN DAERNH  TINGKAY 11

persotujuare Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  FKFotamadya Daerahn

MOJ0-

KERTO TENTAMG 1ZIN USAHN BNAGT  PERUSAHANN  NNGKUTAN

DENGAN KENDARNAGN BERMOTUOR UMUM.

B NB I

WETEMTEINMN MU

Paszal 1
Dalam Peraturan Daeral ini yong dimaksud
njan e

z. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah  Mobta
Daerah Tingkat [I Mojokerto

. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala D
Fingkat II Mojokerto j

. Poeijagbat yang ditunjuk, adalabh Pejabat yang
Vepala Deerah ditwunjuk  ataw diserahd  wow
un tuk melakcanakan ketentuan-ketentuan

Peraturan Daerah ini H
d. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan ber
vang disadiakan untuk dipergunakan  oleh

dengan dipungut bayaran H

c. Tzirm tlnaha Analutan, adalah 12:n yang dikelu

de~

madty 2

ar ah

oleh
onang
dalam

motor
umLam

arkan

oletr FKopata Daerah wuntuk usaha angkutan dengan

kendar aan bermalor umum 5

T. Pemegang [ :1in, adaiah orang atau badan hukum yang
tolabh memporoleh iein dari Kepala Daesrah atau
Pejabal b diteniuk untuk usaha Porusahaan
Adngkutan dengasn vYendaraan Umam 3

g. Perucahaan Nngkutan Umum, aclal ah Perusahaon yang

menyoediakan  Jjasa angkutan orang danfatau  barang

denygan kendaraan umum di jalan

h. Kae Baerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Dacrah

Tingkat T MDjokerto.



e

i e

€13}

(2}

BENB 11
KETENTUNN PERILZ INAN

Pacal Z

Sctiap Pongusahaan Nngkutan dengan kendaraan ber—
motor umum dalam Kotamadya Dacrah  Tingkat 11
Mojakorta  terlebibh dahulu harus memperocleh  izin
dari Kepala Daerab 3

Untuk mendapalkan i7in sebagaimana dimakoud  pada
ayat (1) Pasal ini, yang berkepentingen haruo me—
rigajukan permchonan kepada Kepala Daeral: dongsn
mengisi  formulir  yang teolah disediakan olch
Pemerintah Dacrabh 3

Pemohon izin dimakcud pada  ayat (1) PA i,
diwaiibkan memborikan segalie ketorangan #ang
dianggap peorlu untuk per timbangan permobonaniy

kepada Kepala Dacrah atau Feiabat yang g i gk
Borwenang memberi LTin.

FPacal 3

Pormohonan 1zin cebagaimana dimakoud dalam

Pacal 72 Peraturan daerah ini, dapat ditalak jika =

L2

(1)

Terhadap pemberian i1zin ternebut terdapat keberat—
an mengenal kctertiban dan keamanan 3

Pemahon dianggap Yidak wanggup mengendalikan fer-
usahannya menurut ketentuan—ketentuan yang ditetap
kan H

Pemghon tidak dapat memenubi syarat—-syarat cecbagal
mana dimaksud dalam Pasal 1 Pecraturan Dacrah ini.
Pamal 1
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Daer ah ini, diber ikan oleh Kepala Dacrah  dengan
memual keterangan—kelerangsan tentang =
a. nama dan bentuk Perusahaan xlau Pengusahanya g
b. kewarganogaraan
. alamat dan lctak perusahaannya j

d. leotak garage ataun tempat penempalan kendaraan:
kendar aan H

o. jumlah kendaraan yang diusahakan dengan menyo -
butkan jeniusnya H

f. jenis angkutan yang akan dicelenggarakan 3

g- trayek yang akan dilayany

h. waktu dan kerja perusahaan 3

i. oyarat-syarat vang harus dipenuhi oleh Pengua-
=aba H

j. ketoenbttan-kotontuan lain yang dianggap perlu
untuk kopeotingan umum mavpun penbanguan kota.
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(1)
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(2}

Kepala Daerah atau Pejabat yang dituniuk menetap-
kan oyarct-syarat dalam perizinan yang harucs  di—
penchl olch pemobon H

Fopala Davraly mecctapkan bentuk surat :fzin =oha-—
gaimana idimakoud dalam Pasal 1 Peraturan  Dacrah
ini.

Pacal .

Apabila deovala Dowrah ated Pejabat yang  ditunjuk
mempandang ¥y bersangkutan teiah memenuhl
plersyaratan yang ditetapkan, dapat dikeluarkan
izin usaha angkutan

{zin dimaksud pada ayat (1) Pacal ini, diltarikan
atas nama pomghon  dan  tidak dapat dipandeh
Langankan kcopada pihak !oin Lanpa porcobszjuan
Kopala Dacrah.

Pasal &

I1zin yany diberikan berlaku wntuk jangka  wakfa
selama perisangan yang barcangkatan masih
menjalankan usahanya 3

Dalam surat izin dimakoud pada ayat (1! Pasmal inma
ditetapkan persyaratan yang harus dipenuh:s  peme:
gang Lzin.

Fasal 7

[oin sohagormana dimakcoud dalaw Pasal & Peraturan
Dacrah  ni, dapat dicabul atau dinyatakan tidak
berlaku karvna H

a. adanya permchonan pemeganyg Lzin H
b. pemegang Lrin meninggal dunia H

. dicabul olch Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk karong Lidak somenuhil ketentuan ¥ang
loleh ditetapkan dalam surat fzin.

Dengan dicabutnya izin scbagaimana dimakoud  sada
ayat {1) bhuruf o Pacsal ini, rebtribuci vang telah
dibayar oleh pemegang izin tidak  dapat dimintas
kembal i .

B AB I11
PEMINDAHNAN HAK

Pasal =]

Sctiap pemindahan hak 1zin ucaha angkutan harus
atas perscltujuan ¥epala Daerah 3

Pemindahan hak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dapat diberitan sepanjang memenuhli persyaratan se
bagaimana dimaksud  dalawe FPacal 2, 3 dan 4
Peraturan feorah ini.




-

Panal )
Npabila poemegang izin meninggal dunra, Laetn
dapat diterackan oleh ahli warisnya dongan menga jukan
permnchonan untuk melanjutkan 171N kepada Vopala

Daerabh  atau Pojabat yang dituniuk selambat—lombatnya
e {tiga puluh) hari sejak pemegang 125l menindgal
duria.

BAB I
TANDA PERIZINAN

Pasal 10

{1} Untuk menpermudah peEngawasan, sctiap keondaraan
boermotor wsum yang mendapat 1zin usaha angkutan
diber i nuastu tanda yang jenis  serta bentuknya
ditetpkan oich Kepala DRacrah H

{2} Tanda dimakcoud pada ayat (1) Pacal ini, dipacang
pada bagian honder aan yang mudah dilihat.

868 v
FETENTUAN RETRIBLIST

Pacal 11

1) Atas pembeorian izin usaha angkutan, dikenakan re-
tribuse 4

(2! Hesarnya retribusi untuk  setiap  pembeorian LEn
unaha untuk tiap kendaraan dimaksud pada avat (10
Pazal ini, ditctapkan sebagai berikut

4. untuk uwsaha dengan truk gandengan, trailer
atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) H

L. untuk usaha dengan truk tanpa gandengan, light
Lruk, bus ateuw kendaraan lain yang sejenis,
sehooanr Hp. 74.000,00 (dua pulubh empat ribu
rupiah) 2

- untuk ucaha dengan suburban, uplet, taksi,
colt, pick up, bemo dan mikrolet atau kendara-—-
an lain vang «ejenis, saebesar Rp. 11.000,00
{gebeias ribag rupiah) H

d. untuk unahe dengan kendaran hazsil produksi: ta-—
fBuun 19753 atau cebelumnya  dapatl dibuorikan
ker inganan <cobooar S0 % {{ima pulubh  por—
seratuc) dari ketentuan lLar io tercebut pada
hBuruf a, b dan o Pasal 1n: H

(3} Retribuci i1zin usaha angkutan dimakcud pada ayat
(L) Pasal inmi, haruc dibayar lunas  pada  wakla
Lzain dikeluarkan

(1) Hasil pungutan retribusi dimakcud pade ayat (1)
Fasal wni, harus disetorkan ke Fao Daorab.
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BNEB v
KETENTUNM PIDANN DAN PENYIDIFON

Pasal 12

Barang =ziapa mcelanggar ketontuan-ketentuan  dalam
Pasal 2. Pacal 4, Pasal 7 avat (1) huruf d
Peraturanr  Daeran tni,. diancom  dengan pidana
kururnigan oelama—iamanya 6 i{enam) bulan atauw denda
sebanyal-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu
rupiahi} H

Tindak pidens dimakooud pacs ayat (1) Panal ini,
adalah po:anggae

AT1 .

flanal 13
Selain olech Pejabal  Penyidik  Umeaemn, Feony tdikan
atac pelanggaran  tindak piciand eehagaimana

ditctapkan dalam Pazal & Peraturan  Daerah int,
dilakukan oleh Poaviaidik Pogawai NMeger: Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kotamadya Deerah Tuinghat 10
Maoiohorto, yang penganithatonnya dltetapkan
berdasarkon  Poraturan  perundansg-undangan PR
borlaku @

Dalam melakukan tugan penyidikan, Penyidie seba-
gt LMAnN 3 dimalkcud pada ayat (LY Panal 1Mk,

bBerwenanyg @

a. menerima laporan atau pengaduan dars Lesearang
Lentang adanya tindak pidana

L. melakukan tindakan pertama pada ocaat jtu da
toempat kejadian dan melakukan pemerikcsan §

¢, meayurah borhenta tersangka dan menanyakan
surat irin dan  atau  tanda pengenal diri
toroangha 3

d. melakok, penvirbaan benda atas suratl g

c. mengamizil cidil jars dan memnoatrot cescorang H

f. memanggil <eceonrang unbtuk didoeongar dac diperik
sa schagai tercengka atau

gq. mcendatangkan orang a&hli yang dipoerjukan dalam
hubungonny a dengan pemeriksaan peckara

it. mengadakan ponghontian ponyidikan ceteiale smer
dapat peltuniuk dari penyidik bahwa ticiak
iordapat cukup bukiti atau perictiwa Ltor cebul
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
Penyidik memberitabukan hal  tercebut  kepada
Ponunbtol Umwin, tercangkae atau koluarganya s

1. mengadakan Lindakan lain  senurct hukuam yang
yvang dapat diper tanggung Jjawabkan.

Pejabat Ponyidik Pogawai Neger: Sipxl, membuat
Luat erita acara Sctiap tindakan tentang



a. pemcyikzaan toroangke

b, pomasukan rumah H

. penyitaan benda H

d. pemerikcaan surab

. pomerikoaan saksi H

. poemerikoasan di tempat kejadiasn dan mengiramkan
kan thepada POLARD dengan tembuc,an kopada
KEJNNSAANM,

BAB Vil
KETENTUNAN PERAL THAM DAN PENUTLE

facal 14
Hal-hal yvang belum cukup giatur dalam Peratur—
ar Daerah ins. seganiang mengenal pelaksanaannya akan
diatur lebibh lan:ot alebh Kepala Daerah.
[R TS 15

ilohgan b

ftakunye Poraturan daerah ini, dinya-
takan ticdak fue e lagi Peraturan Daerah  Kotamadya
Mojokerto Nomoe £ talaan 1969 langgal 3 Nopember 1969
borikut Poratur an—peraluran percbabannya. diubah
Ltorakhir dengan Peraturan Dasrabh kKolamadya  Daerah
T.ngkat II Mojiokerto Homor 2 tahun 1988 tanggel 1%
Pobruari 198B.

Pacal 1&

Horaturan acrah ini aulal berlaku pada tonggal
diundangkan.

fgar setiap orang dapat mergotabuinya,  meme—
rintabkan penguadangan Peraturan Darrah  1na dengan
peacmpatannya dalam Lembaran Daerah fotamadya  Daerah
Tingkat Il Mojokerto.

Mojokerto, 12  Januari 1991

DEWAN PERWAKILNAN RAKYNT DAERNAH WAL TROTAMATGYA NEPALN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT 1 MOJOKERITU TiMGEAT 1T MOJUKERTO
Ketua,
Cap. ttd Cap. ttd
R, S OFEHADI WAGIJOND, S.H.

Timur

Dicabkan dengan Keputuscan HSubersur Kepaie Daerab Tingkalb 1 Jawa
tanggal 11 Mci 1994 Mamor ZA3/F Tabun 1994,

Non. GUBERMUIR KEPALA DNERNH Titarao |

Jnwn TIMUR

Noisten 1 Sekrotar:s Wilayah/Daerah
{Bidang FPomerintahan)

Cap. vvd.

I AEnRg
Hema (todya

NIP. O1G 0537 Bi?



Diundangkan  dalem Lembaran Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat
Mookorto Tahun 1994 Sori B pada tanggal 18 Juni 1591 Nomcr @ 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALN DAERAH TINGKAT
MOJOKERTO
Sekretaria Kotamadya Daerah

[w)

Cap. “L

: Dr<. BOIMIN

" Pembina
FLEL D10 04% 211

2117-&mtm&--1590

It
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PENJELASAN
ATHS

PERATURAN DNAERAR KOTAMADYN DAERNH TINGKAT 11 MULJOKERTO
MOMOR = THARHUN 1994

TENTANG

TZEM USAHA BAGL PERUSARNANN ANGKUTAN
DENGAN KEMNEGRANM HERMOTOR UMUM

PENJELASAN UMUM

Paraturan Daerah Kotamadvya Daerah  Tingkat IT Mojokerto
Nomor B tahun 176% tanggal 5 Noupember 1969 tentans Izin WUcaha bagi
Perunahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermetor Umum, telah
mengaiami perubaban-perubahan terutama mengenal kotentuan besarnya
rotribusy.

Faoarubahan—perubahan dimaksud teiah diadakan serliany ak 1
{(cmpat! kali, yairtu torakhir dengan Peraturan  Daerah Kotawmadya
Dasran Tingkat [1 Mojckerte Momor 2 tahun 1988 tanggal 13 Pebruar s
1288 doa peraturan Daerah torsehut baik bontuk  maupun matorinya
adalah cudah 'idak secsuail lagl dengan perkembangan dan  kebubuhan
cetarang.

Dengan memperhatikan Sural €daran Subernur  Kepala daerah
Fingkat 1 Jawa Tiwur tanggai 7 Desember 1978 tersebul  pada
ketentuan Nomor 0 bahwa sczuatu Peraturan Dacrah  dapat  diubah
palirg banvak 1 (cmpat) kali, maka Peraturan Dacrah  Kotamadya
Dagrah Tingkat Y1 MOjoker tc toroebut, perlu  diadakan  perubahan
secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daecah induk baru.

Ndapun ketentuan  bosarnye wang retribusci  atas  pemberian
1z21n usaha bagl perusahaan anghutan dengan kendacraan bermotor umum
ini, disusun dengan memper hatiken Surat Pembantu Gubernur Wilayah
YV Surabaya tanggal % {ley 1993 Homdr FAALI0/401,.1/1993  perihal
penetapan tarip retribusi atas pemberian izin ucaha bagi angklutan
dengan kondaraan bermotoe wmum.

PEMJIELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasel 1 : Memuat Istilah-istilah yang dipergunakan da-
lam Pasal-pasal selanjutnya H

Fasal 2 : Cukup jelas
Pacal 3 : Cukup jelas
Pawal 4 ayat (12 : Cukup iclas 3
ayatbt [Z} : Ketentuan ind dimakcudkan untuk  mendapatioan
keputucan  secepat mungkin, bark penolakan
ataupun ponerimaan.
ayat (38) : cukup Jelas
Pasal 5 : Lukup jelan H

Pasal & : Cukup jolas

-t



Rasal 7

Pasal B8 ayat (17

ayabt (7)

Fasal @

Pasal 10 <ampai
dengan Pasal 16

- 23 -

Setiap pomindabhan hak harus dilaporkan kepa-
da Kiopala Dac 1, hal ini dimaksudkan untuk

jebhihh meneriabian cetiap  pengusahaan izin
usaihg anghulan yang telah ada  juga  untyuk
menudabhkan rogictrasi: dan inventarisasi

ternadap gengounaan 1zin usaha angkutan yang
ada di KEotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

Cukup jelas H

Dimaksudkan ahli waric dapabk melan;utkan
izin atas nama yang bersangkutan  dengan
parmohonan yang disampaikan  kepara Kepala
Daerabh vang oelanjutnya dibalik namaikan
szampai dengan izin yang dimobonkan habiw.

Cukup Jjelas.

2112 &mbm&--1995



